







JURNAL ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
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Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku agar dapat terkontrol, karena hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat serta kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dengan aturan tertulis maupun tidak tertulisnya yang mengatur kehidupan telah menyediakan sanksi bagi pelanggarnya (untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri). Hukum juga telah menyediakan proses peyelesaian pelanggarannya yaitu melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi (melalui proses pengadilan) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan Profesi hukum ini para pelaku profesi diikat dengan aturan etika, etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (soul). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana jika memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, seperti tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penggelapan sehingga Notaris dapat dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan dapat timbul secara langsung akibat kesalahan atau kekhilafan Notaris atau timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh klien. Notaris yang diduga melakukan perbuatan yang berada diluar kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.
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ABSTRACK
Law is a system made by humans to limit behavior so that it can be controlled, because the law has a duty to ensure the existence of order, peace, peace, prosperity and happiness in the order of social life and legal certainty in society. Laws with written and unwritten rules governing life have provided sanctions for violators (to protect and prevent everyone from being a judge of themselves). The law also provides for the process of resolving violations, namely through non-litigation channels and litigation channels (through court proceedings) based on applicable legal provisions. In carrying out this legal profession the profession is bound by ethical rules, ethics touches the most essential element of mankind, namely soul. Like traffic signs, ethics gives direction to every human being to achieve his desired goals. Notaries can be sentenced to criminal sanctions if they are proven to have committed a criminal act, such as criminal acts of forgery and criminal acts of embezzlement so that the Notary can be prosecuted before the court. The cause of the problem can arise directly due to a mistake or oversight of a notary or arising indirectly in the case of a client. Notaries suspected of committing acts that are outside propriety or moral settlement are not only according to a code of ethics but can also be based on legislation. Everything that should not be done by a notary is clearly and expressly regulated in the form of legislation.

















Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku agar dapat terkontrol, karena hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat serta kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dengan aturan tertulis maupun tidak tertulisnya yang mengatur kehidupan telah menyediakan sanksi bagi pelanggarnya (untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri). Hukum juga telah menyediakan proses peyelesaian pelanggarannya yaitu melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi (melalui proses pengadilan) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan hal tersebut maka hukum bukan sekedar merupakan norma melainkan juga institusi.​[2]​ Hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial. Jika disebutkan kekuasaan kelembagaan maka tidak akan lepas dari sumber daya manusinya yang berada dalam institusi atau kelembagaan tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka tidak ada seseorang yang menjalankan profesi apapun yang kebal hukum.
Kebal Hukum yang dimaksud adalah ketiadaan ketentuan peraturan yang dapat menjerat para pelaku hukum atau dalam hal ini adalah Notaris ketika menjalankan profesinya. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Karenanya seseorang yang memiliki suatu profesi, sering disebut professional.  Beberapa contoh profesi adalah profesi pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Profesi hukum merupakan profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun tentu patut untuk diingat bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya sangat menentukan dalam upaya penegakan hukum tersebut. Salah satu profesi hukum yang menarik perhatian penulis adalah profesi notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Jabatan Notaris.​[3]​,
Dalam menjalankan Profesi hukum ini para pelaku profesi diikat dengan aturan etika, etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (soul). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi mahluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam, Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi ​[4]​. kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan.
Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealism dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.
Notaris dewasa ini merupakan profesi favorit yang menjanjikan keuntungan materi bagi yang menjalankan profesi tersebut. Keuntungan sebagaimana dimaksud disamping keuntungan untuk subjek yang menjalakan profesi tersebut, juga keuntungan bagi masyarakat karena notaris dapat diandalkan masyarakat untuk membantu proses pengurusan akta, yang bagi sebagian masyarakat prosedurnya membingungkan apalagi jika berkaitan dengan sertifikasi tanah.
Dengan keuntungan keberadaannya di tengah masyarakat, jabatan notaris juga mempunyai sisi kelam yang dapat berpotensi menimbulkan dampak hukum pidana bagi notaris, mengingat tidak ada profesi hukum yang kebal dari hukum, ini dibuktikan dengan kasus notaris Agatha yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 dengan sengaja melegislasi (renvoi) surat pernyataan yang menyatakan kliennya mempunyai hak atas tanah, Padahal, tanah yang diklaim sebagai tanah warisan itu telah beralih kepemilikannya​[5]​, kemudian kasus selanjutnya adalah Notaris Elfita yang secara garis besar dituntut 4 (empat) Tahun Penjara dikarenakan dengan sengaja membuat Akta Perjanjian Jual Beli tanpa sepengetahuan direksi​[6]​, dari kedua kasus tersebut dapat dikualifikasikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab notaris yang dapat berindikasi tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan hukumnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pada akhirnya kendala yang akan muncul dalam penerapan aturan tersebut hal ini menjadi suatu urgensi yang sangat mendasar karena jika untuk kalangan akademisi persoalan seperti ini pasti akan menemukan solusi yang benar tetapi jika situasi seperti diatas terjadi pada masyarakan awam yang tidak mengerti hukum maka hal tersebut akan menjadi suatu beban untuk masyarakat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan mengambil judul: ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
C.	Identifikasi Masalah
1.	Bagaimana kriteria pelaksanaan tanggungjawab jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dapat dikualifikasikan sebagai berindikasi tindak pidana?
2.	Bagaimana pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana ditinjau dari Kiab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris?
3.	Apakah kendala penerapan pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana?
D.	Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kriteria pelaksanaan tanggungjawab jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dapat dikualifikasikan sebagai berindikasi tindak pidana.
2.	Untuk mengetahui, mengkaji dan mengnalisis pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana ditinjau dari Kiab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
3.	Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala penerapan pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana.
E.	Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan yang baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:
1.	Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum pidana.
2.	Kegunaan Praktis
Memberikan masukan bagi para profesi hukum, khususnya profesi notaris mengenai pelaksanaan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana sebagai upaya penegakan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat.
F.	Kerangka Pemikiran
Jaminan atas perlindungan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia bermula dan bersumber dari sila-sila Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penting untuk memahami Pancasila, Otje Salman S. dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa: ​[7]​
“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Jaminan atas perlindungan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia kemudian diteruskan dalam peraturan perundang-undangan mulai dari hirarkhi teratas hingga yang paling bawah. Dimulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam rangka memberian jaminan perlindungan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan agar perlindungan tersebut dapat dijalankan.
Beberapa diantara landasan tersebut yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu menetapkan landasan bahwa: Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia melalui pemerintah dan aparatnya wajib memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali sebaliknya warga negara juga wajib menjalankan kehidupan dalam koridor hukum. Tindak lanjut amanat landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum tersebut dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikutnya dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang yang hirarkhinya di bawah UUD NRI 1945.
Merupakan sebuah keharusan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan mulai dari hirarkhi paling atas sampai dengan hirarkhi paling bawah dituntut untuk mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan setiap produk hukum yang dihasilkan mulai dari hirarkhi paling atas sampai bawah harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, salah satunya dengan memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara termasuk warganegara yang menjadi pelaku tindak pidana, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945:
“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Ketentuan pasal tersebut di atas mengandung asas equality before the law. Dengan asas tersebut tidak ada seorangpun tidak ada profesi manapun yang kebal dari hukum jika telah melakukan tindak pidana termasuk profesi notaris, dan hukum di Indonesia dijamin tidak membeda-bedakan penegakan hukum termasuk terhadap mereka yang menjalankan profesi notaris. Kemudian diberikan juga jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan dan penegakan hukum, pemberian jaminan tersebut terdapat dalam amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian dikonkretan oleh peraturan perundang-undangan yang hirarkhinya ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan pelaksananya yaitu diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Instrumen hukum tersebut di atas sangat berhubungan dengan instrument hukum lainnya baik instrument hukum dalam ranah perdata, pidana maupun adminitrasi. Khusus dalam ranah hukum pidana, instrument hukum terkait jabatan notaris di atas berkaitan dengan instrumen hukum dalam ranah pidana, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik baik langsung maupun tidak langsung dapat berindikasi tindak pidana. Tentu dikatakan demikian manakala perbuatan yang dilakukan notaris tersebut memenuhi unsur dalam delik pidana, dimana terhadap delik tersebut terdapat ancaman pidananya. Karena tidak dapat dikatakan berindikasi pidana jika tidak memenuhi unsur delik pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak terdapat ancaman pidananya dan ini merupakan  konsekuensi dari Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum, menurut Widodo:​[8]​
“tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.”

Hal ini selaras dengan amanat asas legalitas sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa:
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada”
Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Tongat ketika menjelaskan tentang  negara hukum, menurut Tongat:​[9]​
“ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan asas nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) atau biasanya asas ini disebut asas legalitas”.
Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum menurut C.S.T Kansil memiliki arti:​[10]​
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturnya.
Asas legalias ini sekaligus juga merupakan asas kepastian hukum, yaitu kepastian hukum formal. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.​[11]​ Walaupun demikian menurut penulis kepastian hukum formal yang dikedepankan dalam asas legalitas pada dasarnya adalah demi mewujudkan keadilan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, menurut Shidarta:​[12]​
Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).

Keadilan merupakan hak bagi subjek utama dari keadilan tersebut yaitu masyarakat. John Rawls menjelaskan bahwa: ​[13]​
“Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.”
Teori keadilan sosial Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan Kant.​[14]​ Rawls menganggap bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan, dan melalui kontrak sosial, individu-individu dalam masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang sosial, bukan untuk konsumsi individual.​[15]​ Termasuk seorang notaris dalam menjalankan profesinya, apa yang dilakukan bukanlah untuk konsumsi individu.
Notaris merupakan profesi yang memperoleh pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga manakala dalam menjalankan kewenangannya perbuatannya berindikasi tindak pidana, maka patut untuk diingat bahwa disatu sisi perbuatan yang berindikasi pidananya diatur dalam KUHP tetapi di sisi lain notaris tersebut sebagai pelaku merupakan pejabat yang diatur pelaksanaan kewenangan pofesinya dalam undang-undang tersendiri, sehingga perlu diperhatikan asas-asas hukum tertentu.
Menegakan hukum tidak semata-mata mempertimbangkan isi redaksi pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan asas yang ada didalam sebuah pasal. Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum. Asas menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.​[16]​ Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.​[17]​
Satjipto Raharjo menyebutkan asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.​[18]​ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.​[19]​ Sementara Van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.​[20]​ Maka dari itu telah jelas bahwa asas merupakan hal yang esensi dalam penegakan hukum. Tujuannya agar penegakan hukum dapat dilakukan secara berkeadilan menggambarkan karakteristik masyarakatnya dan memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.
Beberapa di antara asas-asas hukum tersebut selain sebagaimana sudah disebutkan di atas yaitu asas lex spesialis derogate lex generalis (peraturan khusus mengenyampingkan peratuan umum), Asas lex superiori derogatlex inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah), Asas lex posterior derogate lex priori (peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama).
Melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam ranah pidana, untuk pertanggungjawabannya masih memerlukan syarat adanya kesalahan, karena dalam ranah pidana terdapat prinsip “kesalahan”. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut Geen straf zonder schuld. Moelyatno menyatakan:​[21]​
“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan”.

Asas atau prinsip ini menurut Sudarto, “tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”.​[22]​ Dikatakan memenuhi asas kesalahan jika memenuhi unsur kesalahan yaitu:​[23]​
1.	Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (Schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2.	Hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) : ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
3.	Tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.

Pemberian atau penjatuhan pidana selalu merujuk pada teori pemidanaan. Menurut Andi Hamzah,​[24]​ perkembangan tujuan pidana telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Mulai dari yang paling tua ialah pembalasan (revenge) dikenal dengan teori absolut atau teori pemalasan atau teori retribusi. Disini pemidanaan untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang juga di pandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan yang batil. Teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.​[25]​
Hal yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Ini dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan.​[26]​ Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif / teori tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut dan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya.​[27]​
Kemudian yang terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini pemidanaan bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Ini dikenal dengan teori gabungan​[28]​ Teori tujuan sebagai Theological Theory​[29]​ dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.
Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.​[30]​
Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan mengandung pembalasan atas tindk pidana yang dilakukan. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Merupakan keharusan tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.​[31]​ Teori pemidanaa yang terakhir yaitu teori integratif.
Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:​[32]​
“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teoriintegratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).​[33]​
Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.
Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:
“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahirlah dan kebahagiaan rohani”.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.​[34]​
Penerapan sanksi pidana perlu juga memperhatikan asas ultimum remedium mengingat pidana merupakan pedang bermata dua. Penerapan sanksi pidana juga pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:​[35]​
1.	Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (Subtantive Law of Crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (Klacht Delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai Area of No Enforcement.
2.	Full Enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi Area of No Enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3.	Actual Enforcement, menurut Joseph Goldstein Full Enforcement ini dianggap Not a Realistic Expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya  inilah yang disebut dengan Actual Enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (Criminal Law Application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:
a.	Penerapan hukum dipandang sebagai Sistem Normatif (Normative System) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
b.	Penerapan hukum dipandang sebagai Sistem Administratif (Administrative System) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
c.	Penerapan hukum pidana merupakan Sistem Sosial (Social System), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam praktek, ada banyak faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penerapan prinsip hukum dan aturan/norma hukum dalam penegakan hukum suatu negara. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah: ​[36]​
1.	Faktor hukumnya sendiri;
2.	Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4.	Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5.	Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum (Three Elements Of Legal System), yaitu struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mengenai aparat penegak hukum. Substansi hukum mengenai perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.​[37]​
Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum harus menjalankan fungsinya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:​[38]​





Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan preskriptif. Deskriptif analitis digunakan karena di dalam penelitian ini akan mengambarkan dan menganalisis gambaran tentang pertanggungjawaban hukum pelaksanaan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana baik melalui jalur pidana maupun melalui jalur lain. Terhadap gambaran tersebut, kemudian akan di analisis. Analisnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis juga akan diarahkan pada sisi preskriptif. Preskriptif digunakan karena penelitian ini akan menunjukan bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum pelaksanaan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana.
2.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang melihat hukum dari aspek norma, karena penelitian ini pada dasarnya menitikberatkan pada data sekunder yang berupa bahan hukum. Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun salah satu yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus, mengingat penulis menampilkan beberapa kasus yang kemudian dianalisis. Selain metode pendekatan tersebut di atas, penulis juga menggunakan metode pendekatan perbandingan/komparatif. Dengan pendekatan perbandingan, penulis akan membanding penegakan hukum terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lain. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pertaggungjawaban hukum terdadap masing-masing kewenangan hukum yang dimiliki notaris berkaitan dengan topik penelitian ini.
3.	Tahapan Penelitian
Penelitian ini memiliki satu tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Adapun tahapannya yaitu pertama penulis akan melakukan penelusuran, menginvetarisasi, mengklasifikasi kemudian menganalisis data sekunder berupa bahan hukum yang akan digunakan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder mencakup:​[39]​
1)	Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
a)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c)	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
d)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2)	Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta implementasinya, yaitu buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, makalah, dan internet.
3)	Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang digunakan untuk mencari dengan cepat informasi mengenai kewenangan pembuatan akta autentik.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dipelajari sebagai pedoman untuk penyusunan data. Penulis mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Selain itu, penulis juga meneliti artikel-artikel, majalah, maupun koran yang dimuat di berbagai media.
5.	Alat Pengumpulan Data
Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a.	Alat tulis, digunakan untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan;
b.	Komputer, digunakan untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh.
c.	Flash Disk, digunakan untuk menyimpan data yang penulis peroleh dari website atau internet.
6.	Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan membahas dan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum. Dalam studi dokumen ini digunakan analisis isi (content analysis) yaitu teknik untuk menganalisis tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis maksud yang terkandung dalam pengaturan mengenai pelaksanaan tanggungjawab pembuatan akta autentik dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta dari berbagai internet. Adapun terhadap norma dalam perudang-undangan akan dilakukan penafsiran secara gramatikal dan penafsiran autentik.
KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS
A.	Sejarah dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik
Sejarah Singkat adanya notaris di Di Indonesia, Notaris sudah dikenal semenjak zaman Belanda, ketika menjajah Indonesia. Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan nota literaria yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan​[40]​. Di dalam perkembangannya hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia​[41]​. Sebelumnya pada tahun 1791, terdapat apa yang dinamakan dengan jurisdictie voluntaria atau voluntaire jurisdictie, yaitu kewenangan hukum bebas, yang pada dasarnya tidak diberikan lagi kepada Notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari voluntaire jurisdictie ini dalam ventose Wet tidak dihilangkan. Adapun pokok dari voluntaire jurisdictie ini ialah “isi dari akta Notaris memuat pengakuan atau keterangan yang dikonstatir oleh Notaris, yang dianggap telah diucapkan di hadapannya”​[42]​.
Pada dasarnya Notaris di Indonesia sudah ada pada permulaan abad 17, yaitu seseorang yang dibawah Pemerintah Belanda dan yang pertama kali diangkat sebagai Notaris pada saat itu adalah Meichior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620, sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen tersebut, kemudian jumlah Notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung kebutuhan akan jasa Notaris itu sangat dibutuhkan, yaitu tidak hanya dalam kota Jakarta saja melainkan juga di luar kota Jakarta, selanjutnya diangkat Notaris, notaris oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian mulailah Notaris berkembang di wilayah Indonesia. Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat​[43]​.
Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."
Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum​[44]​. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.
Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan​[45]​.

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.  Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan  timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan​[46]​.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut : “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”​[47]​.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”
Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), yang menyatakan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, Menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya.
Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan​[48]​.
Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.
Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.
Hubungan antara etika dan profesi hukum adalah bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.
Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain, tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya. Konsekuensinya adalah apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut Undang-undang Jabatan Notaris.
Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal l5 ayat (2) huruf f, yakni “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”, Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Penitia Urusan Piutang Negara.
B.	Jenis Sanksi Yang Dapat Menjerat Notaris Dalam Undang-Undang
Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam UUJN (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) sebagai berikut:
Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris. Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu isi Sumpah/janji Notaris berbunyi “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris”. Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:
1.	Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a.	Teguran;
b.	Peringatan;
c.	Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
d.	Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
e.	Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Selain undang-undang yang berkaitan langsung dengan keorganisasian Notaris juga terikat dengan undang-undang pidana yang dapat menjerat para notaris “nakal” atau Notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana diantaranya pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi “ Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;”
Pasal 264 ayat (1) KUHP “ Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1.	akta-akta otentik;
2.	surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3.	surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4.	talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5.	surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pasal 242 KUHP “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
Pasal 372 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
C.	Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris
Perintah UUJN kepada organisasi Notaris untuk menegakkan Kode Etik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melaui Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.
Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa : “Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik”. Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :
“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dar keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:
a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.”
Uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah diperoleh melalui delegasi dari UUJN untuk menegakkan kode etik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN. Mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 disebutkan:
“Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
-	melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
-	memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
-	memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
-	melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
-	Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.”
Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.” Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18.HT.01.06 Tahun 2006 tentang Perubahan AD-ART INI dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:
a)	Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
b)	Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat secara langsung;
c)	Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris
A.	KESIMPULAN
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana jika memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, seperti tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penggelapan sehingga Notaris dapat dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan dapat timbul secara langsung akibat kesalahan atau kekhilafan Notaris atau timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh klien.
Notaris yang diduga melakukan perbuatan yang berada diluar kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice denied).
B.	SARAN
Tidak sedikit kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris sebab sekarang ini semakin meningkat kebutuhan masyarakat atas otentitas suatu produk akta, membuat notaris harus dapat melaksanakan bentuk pertanggungjawabannya terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan Notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan. Agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan jasa dan produk hukum yang maksimal maka notaris harus menjalankan sebaik-baiknya amanat yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris serta menghindar dari larangan yang jelas ditetapkan oleh undang-undang.
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